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A. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga
sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara
memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung
jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber
potensi yang ada di daerah masing-masing.Pelaksanaan otonomi daerah merupakan
titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan
potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Otonomi daerah merupakan pemindahan sebagian besar kewenangan yang
semula berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga
pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat
daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misi utama otonomi daerah
sendiri adalah meningkatkan kualitas dan kuantitaspelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat
(publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mardismo, 2002 : 59).

Salah satu bentuk pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah adalah pelimpahan kewenangan dalam mengatur
kebijakan keuangan daerah, dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah :

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,
transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan
kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan.
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Menurut undang-undang RI nomor 32 tahun 2004penyelenggaraan
desentralisasi dan dekonsentrasi didasari oleh otonomi daerah yang menyatakan
bahwa “otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” pada konsep otonomi
daerah ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi
daerah yang ada secara optimal dengan wewenang yang sesuai peraturan
perundang-undangan agar dapat membantu menaikan pendapatan daerah tersebut
demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

Terwujudnya kemandirian suatu daerah memiliki ciri utama salah satunya
adalah kemampuan keuangan daerah yang dijelaskan oleh Halim (2011:253) yaitu:

Daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber
keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan
sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan
terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar
pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peranan
pemerintah daerah menjadi yang lebih besar.

Adanya kemandirian keuangan daerah ini diharapkan untuk menunjukan
bahwa pemerintah daerah tersebut mampu untuk membiayai kegiatan operasional
pemerintahan, pembangunan serta fasilitas pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat didaerahnya, meskipun begitu sebagaimana dalam pelaksanaan
otonomi daerah banyak ditemukan masalah yang dihadapi daerah salah satunya
merupakan potensi sumber daya maupun sumber daya manusia yang berlimpah
akan tetapi belum dapat tergali secara optimal padahal cukup berpotensi untuk
dikembangkan.

Untuk menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai daerah otonom maka perlu
diukur kemandirian daerah tersebut dengan itu diperlukan adanya kebutuhan
pengukuran Kinerja pemerintah daerah, pengukuran tersebut dapat dilakukan
dengan beberapa indikator yaitu dengan indeks kapasitas fiskal serta rasio
kemandirian, berikut ini merupakan tabel perbandingan kemandirian daerah

Kabupaten Cianjur dengan Jawa Barat:
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Tabel 1.1
Kemandirian Daerah Tahun 2018
No Indikator Kemandirian I‘)ae‘rah
Kabupaten Cianjur
1. Indeks Kapasitas Fiskal 2,174
2 Rasio Kemandirian 11,03%

Sumbér Data : PMK No 107/PMK.07/2018 (Data Diolah)

Dari data di atas menjelaskan indeks kapasitas fiskal sebagai salah satu
indikator kemandirian daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 107/PMK.07/2018 menyebutkan bahwa “Kapasitas fiskal faerah
adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui
pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah
ditentukan dan belanja tertentu”. Kabupaten Cianjur termasuk kedalam kategori
kapasitas fiskal daerah sangat tinggi. Selain indeks kapasitas fiskal, untuk
mengetahui kemandirian suatu daerah di butuhkan rasio kemandirian daerah
tersebut.

Rasio kemandirian suatu daerah menggambarkan ketergantungan daerah
terhadap sumber dana bantuan dari pusat maupun provinsi, semakin tinggi rasio
kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah kepada pusat semakin rendah
betipun sebaliknya. Dijelaksan oleh Halim (2007:232) “Kemandirian keuangan
daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah
membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah”.

Pada tabel diatas memaparkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Cianjur
pada tahun 2018 sebesar 11,03% termasuk kedalam pola hubungan instruktif , yaitu
peran pemerintah daerah lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah
dipaparkan oleh Halim (2004:188). Dari permasalahan tersebut terjadi kepada
kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah ketika permasalahan dalam
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi.

Sesuai dengan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah yang selanjutnya disebut pajak, adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
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bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Kabupaten Cianjur, sebagai daerah otonom yang berada di wilayah Jawa
Barat mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah di bidang pertanian
dan wisata memiliki potensi untuk dikunjungi. Potensi bagi Pemerintah Kabupaten
Cianjur sebagai sumber pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak dan
retribusi. Kabupaten Cianjur merupakan daerah yang memiliki dataran tinggi dan
rendah berupa daerah pantai dan pegunungan . Hal ini menjadikan kabupaten
Cianjur memiliki kawasan yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi
daerah yang bersumber dari sektor pariwisata, perdagangan, hotel, restoran , parkir
dan penerimaan lainnya. Melalui potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur
melalui Dinas terkait melakukan usaha-usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, seharusnya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Cianjur dapat ditingkatkan.

Berikut daftar PAD Kabupaten Cianjur dalam lima tahun terakhir :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014-2018
(dalam Rupiah)

Tahun Target Realisasi Persentasi (%0)
2014 279.096.823.179,25 385.119.931.061,60 103,79
2015 429.093.511.682,52 454.627.908.741,81 105,95
2016 480.885.159.887,23 455.156.876.756,00 94,65
2017 555.395.428.904,55 535.232.527.171,53 96,37
2018 598.605.614.690,95 569.844.590.575,68 95,20

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaetan Cianjur

(2018)

Dari data diatas diketahui bahwa porsi PAD Kabupaten Cianjur dari tahun

2014-2018 terhadap pendapatan daerah masih rendah. Ini terlihat pada tahun 2014
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target sebesar Rp 279.096.823.179,25 realisasinya sebesar Rp 385.119.931.061,60.
Pada tahun 2015 target mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp
429.093.511.682,52 yang terealisasi sebesar Rp 454.627.908,74. Pada tahun 2016
taget yang ditentukan sebesar Rp 480.885.159.887,23yang terealisasi hanya sebesar
Rp 455.156.876.756,00. Pada tahun 2017 target yang ditentukan sebesar Rp
555.395.428.904,55yang terealisasi sebesar Rp 535.232.527.171,53. Dan pada
tahun 2018 target yang ditentukan sebesar Rp 598.605.614.690,95yang terealisasi
sebesar 569.844.590.575,68. Agar lebih jelas perbedaanya dapat dilihat dalam
grafik di bawah ini :
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Gambar 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014-2018

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa target pada PAD setelah target di
naikan tidak mencapai target pada setiap tahunnya. Hal inimenunjukan bahwa
daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali
sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai penyelengaraan pemerintah
dan pembangunan daerah. Kesenjangan antara realisasi dan target yang telah
ditentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan PAD sebagai sumber
pembiayaan pembangunan yang berimplikasi pada para pengambil keputusan yang

sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya
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percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak

dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten

Cianjur melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk

meningkatkan PAD Kabupaten Cianjur dengan menggali

sumber-sumber

pendapatan daerahnya. Berikut perkembangan realisasi komponen PAD Kabupaten
Cianjur tahun 2014-2018 :

Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi Komponen PAD Kabupaten Cianjur

Tahun 2014-2018

(dalam Rupiah)

Hasil Pengelolaan Lain-lain
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah Kekayaan Daerah | pendapatan daerah
yang Dipisahkan yang sah
2014 112.592.392.373,00 | 22.560.432.455,00 736.917.600,00 241.718.357.277,60
2015 122.680.619.746,00 | 27.421.716.896,00 7.333.040.016,00 297.192.532.083,81
2016 131.691.899.621,00 | 18.482.440.865,00 8.886.050.296,00 296.096.485.974,00
2017 170.746.314.804,00 | 20.911.694.013,00 9.543.500.665,00 334.031.017.689,53
2018 192.762.034.684,00 | 28.261.491.600,00 9.248.233.428,00 339.572.830.863,68

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan penerimaan daerah dari berbagai

komponenPAD dari pajak daerah setiap tahunnya selalu meningkat dari tahun

2014-2018. Retribusi daerah target setiap tahunnya mengalami fluktuasi.Pada hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2014-2018 mengalami

peningkatan. Pada lain-lain PAD pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan.

Agar lebih jelas perbedaanya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:
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Gambar 1.2
Perkembangan Realisasi Komponen PAD Kabupaten Cianjur
Tahun 2014-2018

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa retribusi daerah di Kabupaten
Cianjur belum sepenuhnya tergali, meskipun memiliki sumber-sumber yang cukup
potensial untuk dibenahi dalam pemanfaatan sebagai sumber PAD..

Retribusi daerah yang ada di Kabupaten Cianjur beragam, salah satunya
adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber retribusi
daerah yang dinilai cukup menjanjikan, terutama dipusat Kota Cianjur. Pasalnya,
dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan di Kota Cianjur, semakin besar
pula sirkulasi parkir yang didapat.Karena itu Kabupaten Cianjur sedang berbenah
dalam bidang infrastruktur maupun di bidang ekonomi.

Retribusi daerah khususnya retribusi parkir yang ada di Kabupaten Cianjur
dalam beberapa tahun ini tidak mencapai target bahkan cenderung menurun di tiap
tahunnya. Menurut Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman dalam Harnas.com,
banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target diantaranya karena target
retribusi daerah Kabupaten Cianjur terlalu tinggi.Hal tersebut bertentangan dengan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten
Cianjur, melalui Kepala Seksi (Kasie) Prasarana dan Sarana Lalulintas, Jekso
Ronggo Ardhi. Pihaknya mengaku masih ingin menargetkan retribusi parkir

hingga sebesar 30%, mengingat masih banyak kawasan yang dianggap potensial
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dan belum banyak digali oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur
dalam Radar Cianjur.

Proporsi penerimaan retribusi terhadap total PAD tersebut merupakan
indikasi potensi sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat menutupi
pengeluaran daerah. Obyek dari retribusi daerah di Kabupaten Cianjur cukup
banyak dan beragam, salah satunya retribusi yang terkait dengan transportasi yaitu
retribusi parkir.

PAD pada pemerintahan daerah tingkat Il yaitu kabupaten/kota yang
berkaitan dengan perparkiran salah satunya adalah retribusi perparkiran, Retribusi
parkir dianggap cukup berpotensi memberikan kontribusi dalam menunjang
penerimaan keuangan daerah. Pemanfaatan retribusi parkir di daerah diharapkan
mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien
untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir,
sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir
(Septianawati, 2012:4).

Pemerintah daerah mempunyai tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam
membina pengelolaan perparkiran diwilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan
bagian dari kegiatan pelayanan umum. Sebagai imbalan penyelenggaraan
pelayanan umum dimaksud, pemerintah daerah memiliki hak menerima dana dari
masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber PAD
(Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998;8).

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2018

Tahun Retribus_,i Pgrkir _
Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentasi (%)

2014 1.366.727.000 1.384.310.000 101,29

2015 1.373.019.000 1.374.928.000 100,14

2016 1.401.333.000 1.361.708.000 97,17

2017 2.782.211.000 1.860.390.000 66,87

2018 4.216.874.600 2.889.307.000 68,52

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat dalam data tersebut presentasi retribusi parkir

di Kabupaten Cianjur mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 retribusi parkir
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mengalami penurunan yaitu sebesar 1,15% dari 101,29% ke 100,14%. Tahun 2015
dan 2016 retribusi parkir mengalami penurunan dari target yang ditentukan, pada
tahun 2015 retribusi parkir mengalami penurunan kembali tetapi penurunan
tersebut tidak terlalu tinggi dari target yang ditetapkan. Ditahun 2016 mengalami
penurunan yaitu sebesar 2,97% dari 100,14% pada tahun 2015 turun menjadi
97,17%, kenaikan di tahun 2014 tidak dapat dipertahankan pada tahun 2015
retribusi parkir mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun ke
66,87%, ditahun 2017 retribusi parkir bukan hanya mengalami penurunan bahkan
di tahun itu tidak mencapai target yang ditentukan. Di tahun 2018 retribusi parkir
mengalami kenaikan tetapi masih di bawah target yang ditentukan yaitu sebesar
68,52%. Agar lebih jelas perbedaanya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:
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Gambar 1.3
Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2018

Dari gambar 1.3 dapat dilihatbahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur selalu
menaikan target pencapaian retribusi daerah yang akan dipungut. Hal ini
dikarenakan Kabupaten Cianjur memiliki sumber-sumber yang cukup potensial
yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber retribusi daerah, walaupun pada
kenyataannya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 realisasi pendapatan retribusi parkir
lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah ditentukan oleh Pemerintah
Kabupaten Cianjur. Hal ini menimbulkan pada penetapan target dan realisasi
penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Cianjur menurun.Sehingga berdampak

pada penerimaan retribusi daerah di Kabupaten cianjur.

Helda Oktapiani, 2020
ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN CIANJUR
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu



10

B. Identifikasi Masalah

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada
daerah dalam sumber pendapatan yang dimilikinya dalam pelaksanaan otonomi
daerah.

Kuncoro (2014 : 13) mengemukakan ada lima faktor yang mempengaruhi

PAD rendah yaitu:

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
Sumbangan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan
daerah relatif masih kecil. Penelitian Pusat Data Statistika (1992) menunjukan
bahwa rasio bagian laba BUMD terhadap total pendapatan daerah hanyalah
2,14% pertahun.

2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama
yang paling produktif, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung
ditarik soleh pusat.

3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa
diandalkan sebagai sumber penerimaan. Pajak daerah yang ada saat itu
berjumlah 50 jenis pajak, tetapi yang dianggap bersifat ekonomis bila
dilakukan pemungutannya hanya terdiri dari 12 jenis pajak saja. Sekitar 90%
pendapatan daerah tingkat | hanya berasal dari dua sumber: Pajak kendaraan
bermotor dan balik nama. Di daerah tingkat Il, sekitar 85% pendapatan daerah
hanya berasal dari enam sumber: pajak hotel dan pajak restoran, peneragan
jalan, pertunjukan, reklame, pendaftran usaha, dan izin penjualan/pembuatan
petasan dan kembang api.

4. Adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang
tinggi maka akan ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme.

5. Kelemahan dalam pemberian subsidi. Selama ini pemerintah memberikan
subsidi dalam bentuk blok dan spesifik. Subsidi yang bersifat blok terdiri dari
Inpres Dati I, Inpres Dai Il, dan Inpres Desi. Subsidi yang bersifat spesifik
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meliputi Inpres pengembangan wilayah, Sekolah Dasar (SD), kesehatan,
penghijauan, reboisasi, serta jalan dan jembatan.

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah,
pendapatan daerah juga berasal dari retribusi daerah. Menurut ketentuan undang-
undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang
dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atasjasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikanoleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85)
Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yangdapat dipaksakan dan dapat jasa
balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa
saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Retribusi Parkir di bagi
menjadi dua yaitu retribusi tempat khusus parkir dan retribusi parkir di tepi jalan
umum “fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh
pemerintah daerah, yang meliputi penyediaan fasilitas tempat, penempatan dan
penataan, keamanan dan ketertiban tempat khusus parkir, dan parkir di tepi jalan
umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa
pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum”.

Potensi retribusi daerah yang kurang tergali dari retribusi parkir. Berkaitan
dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk
meningkatan kemampuan daerah. Salah satu upaya dari peningkatan penerimaan
retribusi parkir dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir
melalui peningkatan pengelolaan retribusi parkir dengan efektivitasnya.

Kabupaten Cianjur sebagai daerah otonom yang berada di wilayah Jawa Barat
mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah di bidang pertanian dan
wisata. Memiliki potensi bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai sumber
pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Kekayaan alam
dan budaya yang dimiliki Kabupaten Cianjur juga berpotensi besar dalam
perkembangan pariwisatanya. Melalui potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten
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Cianjur melalui Dinas terkait melakukan usaha-usaha peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Cianjur memiliki potensi penerimaan retribusi parkir yang
cukup besar mengingat Kabupaten Cianjur memiliki perekonomian yang baik,
dapat dilihat pada kapasitas fiskal dalam kategori sangat baik namun dalam indeks
kemandirian masih instruktif yang artinya peran pemerintah daerah masih dominan.
Permasalahan yang muncul untuk potensi, target realisasi dan efektivitas pada
tahun 2017-2018 tidak membaik. Pada tahun 2017-2018 target sangat jauh dengan
realisasi yang diterima, kenaikan target yang begitu besar dikarenakan penentuan
target di retribusi parkir dihitung berdasarkan penentuan pemerintah daerah
setempat bukan atas dasar objektif karena potensi yang ada.

Berdasarkan penelusuran awal dengan Kepala Seksi Bidang Sarana dan
Prasarana Perhubungan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya
penurunan pada rettribusi parkir yaitu pada hari libur nasional dan kegiatan acara
yang perlu steril area jalan menjadikan tidak adanya aktifitas perparkiran,
kurangnya SDM pada beberapa titik lokasi membuat rendahnya ke efektivan dalam
penataan retribusi parkir.

Selain itu, pada tahun 2017-2018 penertiban untuk masalah perparkiran
yang masih menggunakan bahu jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Pada
tahun 2017 pengawasan parkir masih lemah terhadap juru parkir karena tidak di
berlakukannya pemberian karcis. Dampaknya ternyata tidak  memberikan
perubahan yang memuaskan dan menimbulkan kerugian.

Pentingnya efektivitas dalam retribusi parkir adalah untuk mencapai tujuan
dan sasaran akhir dari kebijakan. Sedangkan retribusi parkir merupakan
kemampuan yang layak dikembangkan guna untuk memfasilitasi sumber
penghidupan dan pelayanan jasa. Selain itu, kemampuan untuk mendorong
perekonomian secara menyeluruh.

Saat ini sistem pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Cianjur
menggunakan dua sistem pada retribusi tepi jalan umum menggunakan sistem pajak
dengan tarif flat adalah sistem pemungutan pajak yang menerapkan suatu tarif

tertentu dikenakan terhadap suatu jumlah penghasilan, sedangkan pada retribusi
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tempat parkir khusus menggunakan sistem pemungutan pajak withholding system,
besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan
bukan juga aparat pajak/fiskus. Menggunakan dua sistem dalam pemungutannya
tidak menutup kemungkinaan dengan mengunakan sistem ini akan bebas dari masalah.

Yang menjadi titik fokus dalam pemungutan retribusi antara lain potensi, target
realisasi, dan efektivitas. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa
yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum
digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah
kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau
bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan (Abi Hafiz, 2013), target
merupakan sasaran , realisasi merupakan seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran
yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget, dan
efektivitas merupakan sasaran akhir.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Subhan Irfansyah (2018) tentang Analisis Potensi
Penerimaan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Tanggerang Selatan. Berdasarkan
hasil perhitungan potensi penerimaan retribusi parkir dengan mengitung jumlah
Satuan ruang parkir (SRP) dikalikan dengan intensitas kendaraan yang parkir di
satu SRP dalam sehari, dikalikan dengan tarif dalam peraturan daerah, akan
mendapatkan nilai estimasi pendapatan dalam sehari. Dengan mengambil sampel
pada weekday dan weekend. Perbandingan antara target penerimaan dan realisasi
sebesar (131,20%) atau “sangat efektif”. Hal ini dikarenakan penentuan target
didasari atas pengalaman tahun-tahun sebelumnya, bukan berdasarkan potensi yang
sebenarnya. Berdasarkan perbandingan potensi penerimaan dalam penelitian ini
dengan realisasi sebesar 79,43% atau “kurang efektif”.

Reni Septianawati (2012) tentang Analisis Potensi Dan Efektivitas
Pendapatan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi parkir di
wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2010. Potensi Pendapatan
Retribusi Parkir menggunakan dasar Pergub 110 Tahun 2010, dalam menetapkan

target penerimaan retribusi parkir didasarkan pada sejarah pengalaman tahun-tahun
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sebelumnya dengan menetapkan besaran target berkisar antara 10 — 25 % dari realisasi
tahun lalu, fluktuasi target dari tahun-tahun sebelumnya dan atas kesepakatan dengan
legislatif. Potensi pendapatan retribusi parkir berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006,
dimana diberlakukan penerapan tarif yang lebih tinggi atau tarif progresif pada
kendaraan yang memiliki durasi parkir jangka panjang. Efektifitas penerimaan retribusi
parkir berdasarkan target UPP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dengan
menggunakan dasar Pergub 111 Tahun 2010 pencapaian penerimaan retribusi parkir
on street 89% atau “cukup efekttif”’, sedangkan off street 101% atau “sangat efektif.
Sehingga secara keseluruhan target penerimaan retribusi parkir sebesar 98% atau
“efektif”.

Santi Risdiana (2015) tentang Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi
Retribusi Parkir studi kasus Kota Yogyakarta. Potensi retribusi parkir di
Pemerintahan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 dilihat dari matriks potensi
masuk dalam kategori prima dan menjadi sektor andalan bagi pemerintah kota yang
dimaksud dengan pemberi kontribusi yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang
meningkat atau stabil. Efektifitas penerimaan retribusi parkir dikatakan efektif pada
lima tahun terakhir.

Rahmawati Widya Putri (2016) tentang Analisis Kontribusi Retribusi Parkir
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Menunjukan hasil dari
efektifitas tergolong dalam golongan efektif, dalam potensi tergolong berpotensi
dalam kontribusinya.

Arvian Triantoro (2010) melakukan penelitian dalam pajak daerah yang lain
yaitu pajak reklame dengan judul Efektivitas Pemungutan pajak Reklame dan
Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kota Bandung. Hasilnya
menunjukan tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2006 jika dibandingkan
dengan target mencapai hasil yang tinggi yaitu 139,40% namun jika dibandingkan
dengan potensi riil penerimaan pajak reklame baru mencapai 53,56% dari total
potensi yang bisa diterima Pemerintah Kota Bandung. Yang termasuk kedalam
standar cukup baik, karena adanya perbedaan tersebut dapat dijadikan acuan bahwa
penerimaan reklame Kota Bandung tahun 2006 belum optimal.
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Nugraha (2005) melakukan penelitian tentang Kebijakan Penetapan
Retribusiserta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli DaerahSebuah Kasus di
Kota Cimahi. Hasilnya Upaya peningkatan pendapatan dari jenis retribusi, yang
tergolong jenis pungutanlangsung sebaiknya dilakukan secara lebih hati-hati.
Kehati-hatian tersebut diperlukanmengingat dampak dari jenis pungutan ini akan
secara langsung dirasakan oleh masyarakat bawah.

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah disebutkan di atas dapat
diketahui bahwa adanya perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
beberapa peneliti sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir
berhubungan erat dengan perekonomian suatu daerah setempat. Mengingat betapa
pentingnya melakukan validasi data subjek dan objek retribusi parkir untuk
mengetahui mengenai analisis potensi dan efektivitas retribusi parkir. Penelitian ini
akan membahas retribusi parkir di Kabupaten Cianjur, sedangkan analisis yang
akan dilakukan adalah analisis potensi dan efektivitas berdasarkan target yang
ditetapkan dan potensinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Analisis Potensi dan Efektivitas Retribusi Parkir di Kabupaten

Cianjur”

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana potensi Retribusi Parkir di Kabupaten Cianjur tahun 2017-2018.
2. Bagaimana efektivitas Retribusi Parkir di Kabupaten Cianjur tahun 2017-2018.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :
1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi retribusi parkir yang dimiliki
Kabupaten Cianjur tahun 2017-2018.
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Untuk mengetahui bagaimana efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Cianjur
tahun 2017-2018.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak hanya untk mencapai tujuan yang telah

digariskan, melainkan harus pula memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan. Selain itu penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan manfaat

yang nyata bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan dan
informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian
ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis yang berupa sumbangan
penelitian bagi ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik (SUP)
dengan kajian pentingnya upaya meningkatkan PAD, dengan pengelolaan
penerimaan retribusi daerah pada retribusi parkir.

Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebabagai berikut :

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta
memberikan manfaat untuk dapat menerapkan pengetahuan yang
diperoleh selama kuliah di Program Studi Pendidikan Akuntansi
Universitas Pendidikan Indonesia khusus nya pada mata kuliah ASP
tentang PAD dan akuntansi perpajakan tentang retribusi parkir.

Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan
kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur mengenai tingkat potensi dan
efektivitas retribusi parkir. Sehingga diharapkan mampu membantu
pemerintah daerah untuk digunakan sebagai acuan pertimbangan
perencanaan dan pengalokasian anggaran pajak daerah pada tahun-tahun

selanjutnya.
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